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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Fokus penelitian meliputi penyelenggaraan layanan 

informasi publik digital, peran dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta hambatan dan dinamika yang dihadapi dalam 

pelaksanaan layanan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik, 

administrator E-PPID, staf teknis IT, staf humas, serta masyarakat pengguna layanan informasi publik digital. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

layanan informasi publik berbasis digital pada Diskominfo Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan melalui website resmi, 

portal E-PPID, media sosial, dan layanan komunikasi digital lainnya. Pemanfaatan platform digital tersebut membantu 

meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat penyampaian informasi publik, dan mendukung transparansi 

pemerintahan daerah. Peran SDM dalam pengelolaan layanan digital tergolong cukup baik, ditunjukkan melalui pembagian 

tugas dan pengelolaan informasi secara terstruktur. Namun, efektivitas layanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti 

keterbatasan kompetensi digital pegawai, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, gangguan jaringan internet, serta 

belum optimalnya pembaruan informasi pada beberapa platform layanan. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian 

masyarakat juga mempengaruhi pemanfaatan layanan informasi publik digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem layanan yang lebih responsif dan terintegrasi 

guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik berbasis digital. 

Kata kunci: Efektivitas, Layanan Informasi Publik, Digitalisasi, SDM, Diskominfo Kabupaten Bulukumba 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik secara lebih efektif, transparan, dan responsif. Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi 

bagian penting dari reformasi birokrasi, khususnya dalam penyediaan layanan informasi publik yang mudah 

diakses masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, layanan informasi publik tidak lagi hanya dilakukan 

secara konvensional, tetapi telah berkembang melalui berbagai platform digital seperti website resmi, media 

sosial, dan sistem E-PPID. Digitalisasi layanan informasi publik diharapkan mampu mempercepat 

penyampaian informasi, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat.  

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba memiliki peran strategis sebagai 

pengelola layanan informasi publik berbasis digital di daerah. Melalui pemanfaatan website resmi, portal 

informasi publik, dan media sosial pemerintah, Diskominfo berupaya menyediakan informasi yang akurat, 

cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, efektivitas layanan informasi publik digital tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM), 

kualitas pengelolaan informasi, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan digital.  

 

Pelaksanaan layanan informasi publik berbasis digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan kompetensi digital pegawai, kurang optimalnya pembaruan informasi, keterbatasan sarana 
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prasarana, gangguan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Selain itu, budaya 

kerja konvensional dan keterbatasan koordinasi antarbagian juga menjadi tantangan dalam mendukung 

implementasi layanan digital yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi 

layanan publik memerlukan dukungan SDM yang profesional, infrastruktur yang memadai, serta tata kelola 

informasi yang baik.  

 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas layanan 

informasi publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan layanan digital, peran dan kesiapan SDM, serta hambatan dan 

dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik digital. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kondisi layanan informasi publik berbasis digital serta menjadi bahan 

evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

 

2. Kajian Teoritis 

Dalam penelitian ini membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan efektivitas layanan informasi 

publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Fokus 

kajian mencakup layanan informasi publik, efektivitas pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik, serta 

peran sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung layanan berbasis digital. Kajian ini digunakan sebagai 

landasan teoritis untuk memahami pelaksanaan layanan informasi publik digital dan berbagai dinamika yang 

terjadi dalam implementasinya.  

 

Layanan informasi publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam 

menyediakan informasi yang terbuka, cepat, dan mudah diakses sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan informasi publik bertujuan meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 

perkembangannya, layanan informasi publik tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi telah bertransformasi 

ke sistem digital melalui website resmi, media sosial, portal E-PPID, dan berbagai platform informasi lainnya 

agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

Efektivitas pelayanan publik diartikan sebagai kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan 

pelayanan secara tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Efektivitas layanan informasi publik dapat 

dilihat dari ketepatan informasi, kecepatan pelayanan, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan. Pelayanan yang efektif menunjukkan bahwa informasi dapat diterima masyarakat 

secara akurat, mudah dipahami, dan tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Dalam konteks digitalisasi, 

efektivitas pelayanan juga dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kualitas sistem informasi, dan kemampuan 

aparatur dalam mengelola layanan digital.  

 

Digitalisasi pelayanan publik atau e-government merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi bertujuan 

meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan, mempercepat penyebaran informasi, dan 

memperkuat transparansi pemerintahan. Implementasi digitalisasi layanan informasi publik dilakukan melalui 

pemanfaatan website, aplikasi layanan publik, media sosial, serta sistem elektronik lainnya yang 

memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan real-time. Keberhasilan digitalisasi 

pelayanan publik sangat bergantung pada integrasi antara teknologi, kebijakan, infrastruktur, dan kesiapan 

organisasi.  

 

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan layanan publik 

berbasis digital. SDM bertanggung jawab mengelola sistem informasi, memperbarui data, memberikan respons 

terhadap permintaan informasi, serta memastikan layanan berjalan sesuai standar pelayanan publik. 

Kompetensi digital, kemampuan komunikasi, profesionalisme, dan kesiapan beradaptasi terhadap perubahan 

menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas layanan digital. Selain itu, SDM juga berperan menjaga 

keamanan data, mengelola komunikasi publik, dan melakukan koordinasi antarbagian dalam penyelenggaraan 

layanan informasi publik.  

 

Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan pelatihan teknis, hambatan infrastruktur, serta 
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resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM, penguatan sarana 

prasarana teknologi, serta pengembangan sistem layanan yang adaptif menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas layanan informasi publik berbasis digital. Dengan adanya dukungan teori-teori 

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas 

layanan informasi publik digital pada Diskominfo Kabupaten Bulukumba. 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara 

mendalam efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Kabupaten Bulukumba. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada 

penggambaran fenomena, proses pelayanan, peran sumber daya manusia, serta hambatan yang terjadi dalam 

implementasi layanan informasi publik digital tanpa melakukan pengujian hipotesis atau hubungan 

antarvariabel. 

 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba yang 

berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan karena Diskominfo 

memiliki peran sebagai pengelola utama layanan informasi publik berbasis digital melalui website resmi, media 

sosial, dan sistem E-PPID. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2026. 

 

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung 

melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik digital, seperti 

Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik, administrator E-PPID, staf teknis IT, staf humas, serta masyarakat 

pengguna layanan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, laporan, dan berbagai sumber tertulis 

yang berkaitan dengan layanan informasi publik digital. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan layanan digital, kesiapan 

SDM, serta hambatan dalam pelayanan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan 

dan penggunaan media digital di lingkungan Diskominfo. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung 

berupa arsip, foto kegiatan, dokumen pelayanan, dan informasi dari platform digital resmi. 

 

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya 

data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan 

hasil temuan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi metode sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. 
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a. Tempat Dan Waktu Penelitian 

a. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 

Kabupaten Bulukumba yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pemilihan 

lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis Diskominfo sebagai instansi yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan layanan informasi publik berbasis digital, termasuk website resmi 

pemerintah daerah, media sosial, serta layanan E-PPID sebagai sarana keterbukaan informasi 

publik kepada masyarakat. 

b. Waktu 

Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai Januari sampai Maret 2026. 

Rentang waktu tersebut digunakan untuk proses persiapan penelitian, pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, hingga tahap pengolahan dan analisis data penelitian. 

Dengan waktu penelitian tersebut, diharapkan peneliti memperoleh data yang lengkap dan sesuai 

dengan fokus penelitian mengenai efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada 

Diskominfo Kabupaten Bulukumba. 

 

b. Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa informasi, 

pendapat, hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas 

layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 

Kabupaten Bulukumba. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam 

mengenai penyelenggaraan layanan digital, peran sumber daya manusia, serta hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan. Informan 

penelitian meliputi Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik, administrator E-PPID, staf 

teknis IT, staf humas dan informasi publik, serta masyarakat pengguna layanan informasi publik 

digital. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelayanan, 

kesiapan SDM, penggunaan media digital, dan dinamika pelayanan yang terjadi di lapangan. 

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian, seperti laporan pelayanan, arsip instansi, dokumen kebijakan, 

struktur organisasi, website resmi Diskominfo, media sosial pemerintah daerah, serta literatur 

dan penelitian terdahulu yang relevan dengan layanan informasi publik berbasis digital. Data 

sekunder berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dalam memperkuat hasil penelitian. 

 
 

c. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan berkaitan dengan 

penyelenggaraan layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Kabupaten Bulukumba, baik dari unsur internal instansi maupun masyarakat pengguna 

layanan. Populasi tersebut mencakup pegawai yang mengelola layanan informasi publik digital serta 

masyarakat yang memanfaatkan layanan informasi berbasis digital yang disediakan oleh Diskominfo 

Kabupaten Bulukumba. 

 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota 

populasi memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sampel penelitian dipilih berdasarkan 

keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman informan terhadap layanan informasi publik berbasis digital. 

 

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik 

sebagai informan kunci, administrator E-PPID sebagai informan utama, staf teknis IT dan staf humas 

sebagai informan pendukung, serta masyarakat pengguna layanan informasi publik digital sebagai 

informan tambahan. Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan data yang mendalam 

mengenai efektivitas layanan informasi publik berbasis digital, peran sumber daya manusia, serta 

hambatan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan layanan. 

 



 Wilda Febrianti1, Muh. Nur R2, Alamsjah3  

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 5 Nomor 2, 2026 

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8823 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2783 

 

 

d. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat 

dan mendalam mengenai efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan layanan informasi publik digital, seperti Kepala Bidang Humas dan Informasi Publik, 

administrator E-PPID, staf teknis IT, staf humas, serta masyarakat pengguna layanan. Wawancara 

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelayanan, peran sumber daya manusia, 

penggunaan media digital, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik. 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelayanan informasi publik 

berbasis digital di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bulukumba. Melalui observasi, peneliti dapat 

melihat kondisi nyata terkait penggunaan sistem digital, proses pelayanan, interaksi pegawai, serta 

pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. 

 

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Dokumentasi diperoleh dari 

berbagai arsip, laporan, foto kegiatan, struktur organisasi, dokumen pelayanan, website resmi, media 

sosial, serta data lain yang berkaitan dengan layanan informasi publik berbasis digital. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh 

lebih lengkap dan valid. 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten 

Bulukumba telah melaksanakan layanan informasi publik berbasis digital melalui berbagai media dan platform 

teknologi informasi. Layanan tersebut diwujudkan dalam bentuk website resmi pemerintah daerah, portal E-

PPID, media sosial resmi, serta layanan komunikasi digital lainnya yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat secara cepat dan terbuka. Kehadiran layanan digital ini menjadi bentuk 

implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE). Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai 

kegiatan pemerintah, kebijakan daerah, dokumen publik, serta berbagai layanan administrasi tanpa harus 

datang langsung ke kantor pelayanan. 

 

Pelaksanaan layanan informasi publik digital dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses informasi 

bagi masyarakat. Website resmi dan media sosial pemerintah daerah menjadi sarana utama dalam penyebaran 

informasi publik karena dapat diakses kapan saja dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, 

penggunaan portal E-PPID membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, menyampaikan 

keberatan, serta memperoleh dokumen publik secara lebih praktis dan efisien. Digitalisasi layanan juga 

membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses penyampaian informasi dan mengurangi 

ketergantungan terhadap pelayanan manual yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama. 

 

Dari sisi efektivitas pelayanan, layanan informasi publik berbasis digital pada Diskominfo Kabupaten 

Bulukumba telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah 

daerah. Masyarakat menilai bahwa informasi lebih mudah diperoleh dibandingkan sebelumnya karena 

sebagian besar informasi telah tersedia secara online. Selain itu, pelayanan digital membantu meningkatkan 

efisiensi waktu dan biaya, baik bagi masyarakat maupun pihak instansi. Penyampaian informasi melalui media 

sosial juga dinilai efektif karena mampu memberikan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan informasi 

masyarakat serta memperluas interaksi antara pemerintah dan publik. 

 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan informasi publik digital 

masih belum berjalan secara optimal. Beberapa informasi pada website dan platform digital belum diperbarui 

secara berkala sehingga terdapat keterlambatan dalam penyampaian data dan informasi tertentu. Kondisi 

tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk 

memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terbaru. Selain itu, terdapat kendala teknis seperti gangguan 

jaringan internet, keterbatasan server, dan akses sistem yang terkadang lambat sehingga mempengaruhi 

kualitas pelayanan digital. 
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Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam 

mendukung keberhasilan layanan informasi publik berbasis digital. Pegawai yang bertugas dalam pengelolaan 

layanan digital telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai pembagian tugas, seperti mengelola 

website, mengoperasikan E-PPID, menyusun konten informasi publik, serta memberikan pelayanan kepada 

masyarakat melalui media digital. SDM juga berperan dalam memastikan bahwa informasi yang 

dipublikasikan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik dan kebutuhan masyarakat. 

 

Namun demikian, kesiapan SDM dalam pengelolaan layanan digital masih menghadapi beberapa 

kendala. Tidak seluruh pegawai memiliki kemampuan dan literasi digital yang sama sehingga proses 

pengelolaan layanan digital terkadang belum berjalan maksimal. Kurangnya pelatihan teknis dan 

pengembangan kompetensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan digital. Selain 

itu, keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi 

menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang, terutama dalam pengelolaan data dan pembaruan informasi 

secara berkala. 

 

Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung 

layanan digital. Keterbatasan perangkat teknologi, jaringan internet yang tidak stabil, serta sistem keamanan 

data yang masih perlu ditingkatkan menjadi tantangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik berbasis 

digital. Dari sisi masyarakat, masih terdapat pengguna layanan yang belum memahami penggunaan platform 

digital sehingga lebih memilih pelayanan secara langsung. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi 

faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan informasi berbasis digital. 

 

Selain hambatan teknis, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam koordinasi antarbagian dan 

antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyediaan informasi publik. Beberapa informasi publik yang 

seharusnya diperbarui secara cepat terkadang mengalami keterlambatan karena proses koordinasi dan 

pengumpulan data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan layanan 

informasi publik digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kerja 

organisasi dan kualitas komunikasi antarpegawai. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa layanan informasi publik berbasis digital 

pada Diskominfo Kabupaten Bulukumba telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam 

meningkatkan transparansi serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Namun, untuk meningkatkan 

efektivitas layanan secara optimal, diperlukan penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan digital, 

peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, pembaruan informasi secara berkala, penguatan sistem keamanan 

data, serta peningkatan koordinasi antarbagian dalam pengelolaan informasi publik. Dengan adanya perbaikan 

tersebut, layanan informasi publik berbasis digital diharapkan mampu menjadi layanan yang lebih cepat, 

responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

layanan informasi publik digital telah berjalan cukup baik melalui pemanfaatan website resmi, portal E-PPID, 

media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Kehadiran layanan digital tersebut memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih cepat, terbuka, dan efisien sehingga mendukung 

peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Peran sumber 

daya manusia (SDM) dalam mendukung layanan informasi publik berbasis digital juga tergolong cukup baik. 

Pegawai telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam pengelolaan informasi digital, pelayanan 

masyarakat, serta publikasi informasi melalui media online. Namun, efektivitas layanan masih dipengaruhi 

oleh keterbatasan kompetensi digital sebagian pegawai, kurangnya pelatihan teknis, serta keterbatasan jumlah 

SDM yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Penelitian ini juga menemukan berbagai 

hambatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik berbasis digital, seperti keterbatasan sarana dan 

prasarana teknologi, gangguan jaringan internet, belum optimalnya pembaruan informasi, serta rendahnya 

literasi digital sebagian masyarakat. Selain itu, koordinasi antarbagian dalam pengelolaan informasi publik 

masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Secara keseluruhan, 

layanan informasi publik berbasis digital pada Diskominfo Kabupaten Bulukumba telah memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, untuk mencapai layanan yang lebih 

efektif dan optimal, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, pembaruan 
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informasi secara berkala, serta pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih responsif, aman, dan mudah 

diakses oleh seluruh masyarakat.. 
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